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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai

kesadaran hukum suami dalam pemenuhan kewajibannya terhadap isteri

kedua yang di poligami siri, masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai

Kabupaten Padang Pariaman dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1.

pengetahuan pelaku poligami siri terhadap hukum poligami kurang dalam
hal memahami soal kebolehan dan beberapa hal-hal yang perlu
dipertimbangkan dalam berpoligami, Pengetahuan dan pemahaman
hukum dari pelaku poligami siri terhadap peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan yang rendah, menyebabkan sikap dan
perilaku hukum melanggar hukum yang berlaku.

poligami secara siri dilakukan oleh suami yang sudah beristeri namun
ingin menikah lagi alasan lain yaitu karena pihak suami tidak ingin
melakukan prosedur pernikahan secara sah di KUA karena persyaratan
yang rumit untuk melakukan poligami. Selain itu Faktor ekonomi,
Pendidikan yang menyebabkan dilakukannya nikah siri serta sulit
memperoleh izin dari isteri pertama.

Dilihat dari kesadaran hukum masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai
Kabupaten Padang Pariaman mengenai poligami yang tidak berdasarkan
pada ketentuan hukum poligami, Tingkat kesadaran hukum yang rendah
dan kesadaran hukum yang tidak konsisten. Berdasarkan pada indikator
kesadaran hukum masyarakat realitanya bahwa pengetahuan,
pemahaman, sikap dan perilaku yang masih minim mengenai ketentuan
hukum poligami sehingga menjadikan kesadaran masyarakat yang relatif
belum sadar hukum. Dalam Islam, poligami diperbolehkan tanpa harus
ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi

perkawinan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama sangat
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merugikan bagi pihak istri kedua dan anak-anaknya kelak, sebab secara

hukum positif perkawinan itu tidak sah karena tidak tercatat.
5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan

bahwa:

1. Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan, sehingga sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan yang
ada.

2. Untuk menghindari supaya tidak terjadinya poligami siri diharapkan
masyarakat khususnya kepada suami supaya meningkatkan kesadaran
diri dengan memahami hukum islam dan tentang peraturan pernikahan
dalam undang-undang agar tidak terjadinya faktor yang mendorong
terjadinya poligami secara siri.

3. Sebaiknya untuk mengantisipasi segala hal yang tidak dinginkan terjadi
alangkah baiknya ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan
cara melakukan penerangan atau penyuluhan hukum dengan tujuan agar
masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti peraturan
perundang-undangan mengenai perkawinan, agar pengetahuan sekaligus
pemahaman masyarakat terutama dalam hal poligami dan pelaksanaan

nafkah kepada anak kandung yang dijelaskan melalui penerangan hukum.
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